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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Efektivitas 

Menurut Mardiasmo (2011:134 dalam Saputro dkk) efektivitas adalah 

ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi menncapai tujuannya. Apabila 

suatu organisasi memcapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat diakatan 

berjalan dengan efektif.  

 

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014), pengertian efektifitas adalah 

seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan 

keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu 

pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya 

mau pun mutunya, maka dapat dikatakan efektif. 

 
Efektivitas dari penerimaan Retribusi Daerah adalah hubungan antara hasil 

penerimaan retribusi daerah dengan target penerimaan retribusi daerah yang 

direncanakan. Untuk mengukur tingkat efektivitas penerimaan retribusi daerah, 

terdapat rumus yang dapat digunakan (Halim, 2012: 164). 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑇𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖
𝑥100% 

Rumus ini dapat menghitung seberapa efektif penerimaan Retribusi Daerah. 

Akun yang harus diketahui untuk menggunakan rumus ini yaitu realisasi 

penerimaan Retribusi Daerah ditahun tertentu yang dapat diperoleh dari laporan 

realisasi anggaran dan juga target atau anggaran yang dibuat pemerintah daerah 

untuk Retribusi Daerah. Nilai interpretasi efektivitas dan kriteria yang dapat 

digunakan untuk menilai efektivitas penerimaan Retribusi Daerah, disajikan pada 

tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Nilai Interpretasi Efektivitas 

Persentase (%) Kriteria 

>100 Sangat efektif 

90-100 Efektif 

80-90 Cukup efektif 

60-80 Kurang efektif 

<60 Tidak efektif 

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No.690.900.327 (dalam Yulia Anggara Sari:2011) 
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Nilai interpretasi ini dapat memperkirakan sejauh mana efektiivitas 

penerimaan PBB di Kota palembang. Nilai interpretasi efektivitas ini terdapat 

nilai presentase yang nantinya dapat diketahui apakah efektivitas penerimaan 

Retribusi sangat efektif, efektif, cukup efektif, kurang efektif atau bahkan tidak 

efektif. 

2.2 Pengertian Kontribusi 

Menurut (Halim, 2012) Kontribusi adalah suatu alat analisis yang digunakan 

untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari 

penerimaan Retribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (PAD), 

maka dibandingkan antara realisasi penerimaan Retribusi terhadap 

penerimaan PAD.   

 

Rumus yang digunakan untuk menghitung kontribusi adalah sebagai berikut: 

𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 =
𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑎𝑗𝑎𝑘 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ/𝑃𝐴𝐷
𝑥100% 

Kriteria nilai interpretasi kontribusi, yang digunakan untuk menilai kriteria 

kontribusi dan persentase yang telah didapatkan: 

Tabel 2.2 Nilai Interpretasi Kontribusi 

Persentase (%) Kriteria 

0.00-10 Sangat kurang 

10.10-20 Kurang 

20.10-30 Sedang 

30.10-40 Cukup baik 

>50 Baik 

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (dalam Yulia Anggara Sari, 2011) 

2.3 Pajak 

2.3.1 Pengertian Pajak 

Definisi pajak menurut Feldmann (Waluyo, 2013:2) adalah prestasi yang 

dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha(menurut norma-

norma yang ditetapkan secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan 

semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.  

 

Pengertian lain mengenai pajak dikemukakan oleh Soeparman  (Waluyo, 

2013:3) yang mendefiniskan  pajak sebagai iuran wajib berupa uang atau 

barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, 

guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai 

kesejahtraan umum. 
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Pengertian pajak menurut Smeets (Waluyo, 2013:3) adalah prestasi kepada 

pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat 

dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal 

yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. 

 

Definisi pajak menurut Soemitro (Resmi, 2011:1) adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) 

dengan tidak mendapat jasa timbal balik(kontraprestasi) yang langsung 

dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

 

Berdasarkan definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-

ciri yang melekat pada pengertian pajak: 

1. Pajak dipungut oleh negara (pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) 

berdasarkan kekuatan Undang-Undang dan aturan pelaksanaannya. 

2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi 

individu  oleh pemerintah  atau tidak  ada hubungan langsung antara jumlah 

pembayaran pajak dengan kontraprestasi secara individu. 

3. Penyelenggaraan pemerintah secara  umum merupakan kontra  prestasi dari 

negara. 

4. Diperuntukan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus 

digunakan untuk “publik investment”. 

5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian dan perbuatan 

yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang 

2.3.2 Fungsi Pajak 

Agar pelaksanaan pajak dapat berjalan dengan baik, maka pajak memiliki 

fungsi.  Dimana fungsi  pajak  menurut  Waluyo  (2013:6) yaitu sebagai berikut: 

1. Fungsi budgetair (anggaran) 

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi 

pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: 

dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri. 

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan 

kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan 

pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. 

Demiian pula terhadap barang meawah. 
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2.3.3 Jenis-jenis Pajak 

Menurut Resmi (2011:7) Pajak dapat dikelompokan sebagai berikut: 

1. Menurut golongan. Jenis-jenis pajak menurut golongannya dapat 

dibagi menjadi dua, yaitu: 

a. Pajak langsung, adalah pajak yang  bebannya harus dipikul sendiri 

oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain 

serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu tertentu, 

misalnya pajak penghasilan. 

b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang bebannya dapat 

dilimpahkan kepada orang lain (konsumen) dan hanya dikenakan 

pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya 

pajak pertambahan nilai. 

2. Menurut sifat.Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dibagi menjadi dua, 

yaitu: 

a. Pajak  Subjektif, adalah pajak yang  berpangkal atau berdasarkan 

pada subyeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib 

Pajak, contohnya pajak pendapatan (PPh). 

b. Pajak  objektif,  yaitu  jenis  pajak  yang  dikenakan  dengan  hanya 

memperhatikan objeknya saja, tanpa memperhatikan keadaan diri 

wajib Pajak, contohnya pajak pertambahan nilai (PPN). 

3. Menurut lembaga pemungut. Jenis-jenis pajak menurut lembaga 

pemungutnya dapat dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang 

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya 

adalah pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN). 

b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan 

digunakan untuk membiaya irumah tangga daerah.Contohnya pajak 

kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, 

pajak penerangan jalan, dan lain-lain. 

 

2.3.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut  Mardiasmo (2011: 2)  agar  pemungutan  pajak  tidak 

menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-

undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata serta 

disesuaikan  dengan kemampuan masing-masing. Sedang adil dalam 

pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk 

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan 

banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis)  
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Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasa l23 ayat2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi 

negara maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomi)  

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan sehingga tidak menimbulkan kelesuan 

perekonomian masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat Finansiil)  

Sesuai dengan budgetair biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya. 

5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana  

Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah 

dipenuhi oleh Undang-undang perpajakan yangbaru. 

 

2.3.5 Sistem Pemungutan Pajak 

Sistem pemungutan pajak menurut Waluyo (2013: 17), dapat dibagi 

menjadi: 

1. Official Assesment System adalah suatu sistem pemungutan yang  

memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang ada 

pada fiskus. 

b. Wajib pajak bersifat pasif. 

c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak 

oleh fiskus. 

2. Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri 

besarnya wajib pajak yang terutang. Ciri-cirinya: 

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 

wajib pajak sendiri. 

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan 

melaporkan sendiri pajak yang terutang. 

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 

3. With  Holding  System  Suatu  sistem  pemungutan  pajak  yang   

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan 

wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak 

yang terutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya: wewenang untuk 

menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak 

selain fiskus dan wajib pajak. 
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2.4 Retribusi Daerah 

2.4.1 Pengertian Retribusi Daerah 

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa: 

retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan 

perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 

retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. Besarnya 

retribusi yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan 

jasa atau perizinan tertentu dihitung dengan cara mengalikan tarif retribusi 

dengan penggunaan jasa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

2.4.2 Objek dan Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek retribusi ada tiga 

yaitu: 

1. Jasa umum. 

2. Jasa usaha, dan. 

3. Jasa perizinan tertentu 

 

2.4.2.1 Jasa Umum 

Menurut  Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak 

daerah dan retribusi daerah, menyatakan bahwa:  

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi 

ini dapat tidak dipungut apabila potensi penerimaannya kecil/dan atau atas 

kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan secara cuma-

Cuma. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum didasarkan 

pada kebijaksanaan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang 

bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan. Terdapat penambahan 

4 (empat)  jenis retribusi daerah, yaitu Retribusi Tera/Tera Ulang, Retribusi 
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Pengendalian Menara Telekomunikasi, Retribusi Pelayanan Pendidikan,dan 

Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

Menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Retribusi Jasa Umum adalah: 

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan 

Objek Retribusi Pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di 

puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu,  balai 

pengobatan, dan rumah sakit umum daerah dan tempat pelayanan 

kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran (Pasal 111 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

Objek Retribusi Pelayanan persampahan/kebersihan meliputi: 

a. Pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi 

pembuangan sementara 

b. Pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan 

sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah 

c. Penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah (Pasal 

112 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta 

Catatan Sipil. 

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan 

Akta Catatan Sipil meliputi KTP, kartu keterangan bertempat tinggal, 

kartu identitas kerja, kartu penduduk sementara, kartu identitas 

penduduk musiman, kartu keluarga, akta catatan sipil yang meliputi 

akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan akta 

pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing dan akta 

kematian (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

Objek Retribusi Pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat 

meliputi pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan 

pengurugan, pembakaran/pengabuan mayat, dan sewa tempat 

pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau 

dikelola pemerintah daerah (Pasal 114 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009). 

5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

Objek Retribusi Pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah 

penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh 

pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan (Pasal 115 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

6. Retribusi Pelayanan Pasar 

Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar 

tradisional/sederhana berupa pelataran, los, kios yang dikelola 
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pemerintah daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang (Pasal 116 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

Objek Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor adalah 

pelayanan pengujian kendaraan bermotor termasuk kendaraan 

bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Pasal 117 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009). 

8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

Objek Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 

adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam 

kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah 

terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan 

kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau 

dipergunakan oleh masyarakat (Pasal 118 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009). 

9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang 

dibuat oleh Pemerintah Daerah (Pasal 119 Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009).  

10. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Objek Retribusi Pelayanan Penyedotan Kakus adalah pelayanan 

penyediaan dan/atau penyedotan kakusyang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah (Pasal 120 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009). 

11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

Retribusi Pengolahan Limbah Cair adalah pelayanan pengolahan 

limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola secara khusus oleh Pemerintah Daerah 

dalam bentuk instalasi pengolahan limbah cair (Pasal 121 Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

12. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang 

Objek Retribusi Pelayanan Retribusi Tera/Tera Ulang adalah 

pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan 

perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus 

yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundangundangan (Pasal 122 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009). 

13. Retribusi Pelayanan Pendidikan 

Objek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan 

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah 

Daerah (Pasal 123 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

14. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi 

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah 

pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan 
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memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum 

(Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

 

2.4.2.2 Jasa Usaha 

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi 

Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan 

menganut prinsip komersial yang meliputi: 

1. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang 

belum dimanfaatkan secara optimal;dan/atau 

2. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara 

memadai oleh pihak swasta. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha 

didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana 

keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi 

secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. 

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009  Jenis 

Retribusi Jasa Usaha terdiri dari : 

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian 

kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan 

Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari 

tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas 

pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang 

dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah 

Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

3. Retribusi Tempat Pelelangan 

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat 

pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah 

untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan 

termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di 

tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009). 

4. Retribusi Terminal 

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir 

untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, 

dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, 
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dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009). 

5. Retribusi Tempat Khusus Parkir 

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat 

khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh 

Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009). 

6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa 

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah 

pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, 

dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

7. Retribusi Rumah Potong Hewan 

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan 

fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan 

pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang 

disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 

134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

8. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa 

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan 

yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah 

(Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

9. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat 

rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau 

dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009). 

10. Retribusi Penyeberangan di Air 

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan 

penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di 

air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

11. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah 

penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

2.4.2.3 Jasa Perizinan Tertentu 

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa: 

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu 

oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang 

dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, 
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sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. 

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu 

didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya 

penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin 

ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 

hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut 

(Ahmad Yani, 2004 : 64). 

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang 

Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah: 

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin 

untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan 

peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya 

agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata 

ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan 

(KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian 

bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang 

meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan 

bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009). 

2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah 

pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di 

suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009). 

3. Retribusi Izin Gangguan 

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat 

usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat 

menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, 

termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-

menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, 

keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban 

lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja 

(Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

4. Retribusi Izin Trayek 

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang 

pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan 

penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 

145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). 

5. Retribusi Izin Usaha Perikanan 
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Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau 

Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan 

pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009). 

2.5 Pendapatan Daerah 

Pendapatan daerah menurut ketentuan umum Undang-Undang No. 32 

Tahun 2004 pasa l1 poin 15 tentang pemerintahan daerah adalah :  

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai 

penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan ”. Sedangkan menurut Halim (2012: 69) pendapatan daerah 

adalah semua penerimaan daerah dalam  bentuk peningkatan aktiva atau 

penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang 

bersangkutan”.  

Dengan kata lain pendapatan daerah merupakan semua penerimaan kas yang 

menjadi hak daerah sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun 

anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Struktur pendapatan 

daerah terdiri dari:  

a) Pendapatan Asli Daerah,  

b) Dana Perimbangan, dan  

c) Lain-lain pendapatan yang sah. 

2.5.1 Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah di definisikan sebagai penerimaan yang diperoleh 

daerah dari sumber-sumber yang berada dalam wilayahnya sendiri yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam pasa l4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, disebutkan bahwa 

sumber-sumber PAD terdiri dari: 

1. Hasil pajak daerah. 

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi 

atau badan kepada  daerah  tanpa  imbalan  langsung  yang   

seimbang,  yang  dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Jenis-jenis pajak daerah ditetapkan dalam Undang- Undang Nomor 34 
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Tahun 2000 yang kemudian di rubah dengan  Undang- Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  

2. Hasil retribusi daerah. 

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa 

atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau 

diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi 

atau badan. Ketetapan tentang retribusi ini diatur dalam Undang- 

Undang Nomor 34 Tahun 2000  yang kemudian dirubah dengan  

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan 

retribusi daerah, berdasarkan undang-undang tersebut retribusi dibagi 

atas 3 jenis, yaitu: 

a. Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan 

dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi 

atau badan. 

b. Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang  disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial 

karena pada dasarnya dapat pula disedia kan oleh sektor swasta. 

Jasa/pelayanan yang disediakan pemerintah daerah yang  

menganut prinsip komersial itu meliputi pelayanan dengan 

menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum 

dimanfaatkans secara maksimal, dan pelayanan oleh pemerintah 

daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta. 

c. Retribusi  perizinan  tertentu,  yaitu  retribusi  atas  kegiatan  

tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan, 

pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana, 

atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan 

menjaga kelestarian lingkungan. Daerah kabupaten/kota juga 

diberikan peluang dalam menggali potensi sumber-sumber 

keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi lain selain yang 

ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan 

dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. 

3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 

daerah lainnya yang  dipisahkan antara lain bagian laba, dividen, dan 

penjualan saham milik daerah. 

4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. 
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